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Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang sangat penting, karenanya, dari tahun
ke tahun, volume penerimaan dari sektor pajak ini terus diusahakan untuk ditingkatkan oleh pemerintah.
Dalam rangka peningkatan volume penerimaan pajak tersebut, pemerintah harus membuat perangkat
peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan
mendorong peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada Wajib Pgjak. Dengan adanya keadilan dan
kepastian hukum, serta perbaikan mutu pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman
dan penghayatan Wgjib Pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Pokok permasalahan penelitian
yang kami lakukan adalah implementasi kebijakan penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pgjak Orang
Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan, menggambarkan dan menguraikan implementasi Kebijakan
Perhitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu terhadap kepatuhan Wajib
Pajak, Juga menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta
Tamansari Dua dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya PPh
Pasal 25 bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dari data yang didapat di lapangan ditemukan bahwa
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar dan efektif sebanyak 174 (seratus tujuh puluh
empat) Wajib Pgjak pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Namun, dari jumlah tersebut hanya 10
(sepuluh) Wajib Pajak atau kurang lebih 5.7% dari jumlah Wajib Pajak yang seharusnya, yang memenuhi
kewajibannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah rendahnyatingkat kepatuhan Wajib Pgjak Orang
Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk mendaftarkan diri sebagai Orang Pribadi Pengusaha
Tertentu. Hal ini terlihat dari sangat kecilnya jumlah Wajib Pgjak Orang Pribadi di Pengusaha Tertentu yang
melaksanakan kewajibannya, yaitu hanya sebesar 5.7%, sedang 94.3% lainnya masih belum mel aksanakan
kewajibannya. Dilihat dari kenyataan ini, potensi pajak yang masih bisadigali dari 94.3% Wajib Pajak yang
belum mel aksanakan kewajibannya, melaporkan usaha dan kegiatannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha
Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, masih sangat besar. Pada tahun 2006-2007 terdapat data
potensi pajak yang dilihat dari peredaran bruto sebesar 4.7 miliar dari hanya 5.7% Wagjib Pgjak Orang
Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup signifikan jika
dapat ditingkatkan setiap tahunnya.

Dari hasil penelitian yang kami lakukan, maka disarankan perlunya dilakukan usaha intensifikasi perpajakan
yang sungguh-sungguh dan pengawasan yang lebih cermat terhadap pembayaran pajak PPh Orang Pribadi
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Pengusaha Tertentu oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Intensifikas ditujukan terhadap 94.3%
Wajib Pgjak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang belum melaksanakan kewajibannya sesual ketentuan
yang berlaku agar dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor perdagangan, melalui
kebijakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
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Tax isthe contribution to the state or country authorities. Taxes are also revenue for the country and very
significant. Tax based upon Indonesian source revenues, the government tries to increase more and more
volume income from the tax sector. A government regulation will specify the types of industries and regions
qualifying for the incentives. In order to increases the volume tax sector, the government they have law on
top of that they are putting them in a higher tax brackets, doesn this encourage people to not want a higher
paying .The Indonesian government must have significant to make the situation constant state and
consequently other official bodies should be consulted regarding the current situation in so far as tax laws
and enforcement of laws are more important. In this matter this analysisis the implementation of the fiscal
for the Article 25 for the Employer Personal income tax payer, it appears that most individuals will be
required to fileindividual income tax returns. The data support the tax office has required all resident
individuals in Indonesiato have their own personal tax numbers, This regulation includes expatriates.
Naturally this excludes young children who are too young to work.

Thisresearch isaimed at explaining, describing and analyzing the implementation of the Article 25
calculation policy for Personal Income Tax Payer versus Employer Personal Income Tax Payer. Aswell as
explaining, describing the steps that has to be taken by KPP Pratama Jakarta Tamansari Duain order to
increase the government revenue from the tax sector. The fact for the Personal Tax Payer and Employer
Personal Tax Payer list and effective 174 (one hundred seventy five) people on KPP Pratama Jakarta
Tamansari Dua. Unfortunately from the amount above only 10 (ten) people for the Personal Income Tax
Payer or 5,7 percent from the Tax Payer, which that most individuals will be required to file individual
income tax returns.

Thisresearch hasfinaly come to a conclusion that the level of commitment of Personal Tax Payer at KPP
Pratama Jakarta Tamansari Duais very low, especially in registering himself as Employer Personal Tax
Payer. It is concluded due to the very small number of Personal Tax Payer in a certain Employers who fulfill
their obligation, that isonly 5,7 %, while the rest of 94,3% have not yet execute their obligation. Due to
these facts, the potential tax income that could be explored out of 94,3% Tax Payers who are not executing
their obligation, reporting theirs business activities as Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta
Tamansari Dua, is very significant. In 2006-2007, there is a great potential of tax income due to the gross
circulation of 4,7 billion from only 5,7% registered Employer Personal Tax Income Payer. This number isa
very significant number in order to increase the income from tax every year.

Asthe result of my research, it is encouraged to implement some thorough tax intensification and
monitoring article 25 for the Employer Personal Income tax payment activities by KPP Pratama Jakarta
Tamansari Dua. The intensification program and activities are aimed at encouraging the Employer Personal
Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Duawho are not yet fulfilling their obligation in order to
increase tax income, especially from trade sector, through Employer Personal Tax Payer policies.



